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IUPK : Izin Usaha Pemanfaatan Kawasan 

KHDTK : Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus 

KKN : Korupsi Kolusi Nepotisme 

KSDAE : Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem 

LHK : Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

LSM : Lembaga Swadaya Masyarakat 

MK : Mahkamah Konstitusi 

OSS : Online Sistym Submission 

PDB : Produk Dosmetik Bruto 

PDRB : Produk Dosmetik Regional Bruto 

Pemkab : Pemerintah Kabupaten 

Pemprov : Pemerintah Provinsi 

Perda : Peraturan Daerah 

Permen : Peraturan Menteri 

Permentan : Peraturan Menteri Pertanian 

PHPL : Pengelolaan Hutan Produksi Lestari 

PKTL : Planologi Kehutanan Tata Lingkungan 

PNBP : Penerimaan Negara Bukan Pajak 

PP : Peraturan Pemerintah 

PSDH : Provisi Sumber Daya Hutan 

PTPN : Perseroan Terbatas Perkebunan Negara 

RAPP : Riau Andalan Pulp & Paper 

RKT : Rencana Kerja Tahunan 

RPPH : Rencana Pengukuhan dan Penatagunaan Hutan 

RTRW : Rencana Tata Ruang Wilayah 

RTRWP : Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi 

SK : Surat Keputusan 

TGHK : Tata Guna Hutan Kesepakatan 

Timdu : Tim Terpadu 

TMKH : Tukar Menukar Kawasan Hutan 

UU  : Undang-Undang 

UUD : Undang-Undang Dasar 

UUPA : Undang Undang Pokok Agraria 

WKP  : Wilayah Usaha Pertambangan 

WPP : Wilayah Pengembangan Parsial 
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